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DηNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa sebtt pelaksanaan ketentuan Pasa1 136 dan Pasal

201 Peraturan MenteH Dalatn NegeH Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengel。 laan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mente五

Dalam Nege五 Nomor 21 Tahun 2011,maka dipandang perlu

menetapkan pembe五an uang persediaan dalarn pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Bel〔
遭可a Daerah Tahun Anggaran

2015 dengan Peraturan Bupati

l  Undang undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang
Keuangan Negara(Lcmbaran Negara Republik lndOnesia

Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

Repubhk lndOnesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomor I Tahun 2OO4
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

tentang

Republik

Lembaran

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan anta-ra pemerintah pusat dan

⌒



Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Nomor aa3gl ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
Menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tahun 20O5 tentang
Pengelolaan Keuangal Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor l4O, Tambahan l€mbaran Negara Nomor
45781;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2I Tahun 2011
tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3lO);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20f6 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903 );9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor g Tahun
2008 tentang pokok_pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(lcmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 8 Tahun 200g tentang pokok_pokok pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan



Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 40);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTusKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BuPATI  TENTANG  PEMBERIAN  UANG

PERSEDIAAN   DALAM   PELAKSANAAN   ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELAN」A DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Satuan Keg'a perangkat Daerah yang selanjukrya disingkat
SKPD adalah perangkat Daerah pada Kabupaten Magetan
selaku Pengguna Anggaran / pengguna Barang.

2. Pengguna Anggaran adalan pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanalan tugas pokok
dan fungsi SKpD yang dipimpinnya.

3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanalan sebagran kewenangan
pengguna angggaran dalam melaksanal<an tugas dan
fungsi SKpD.

4. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahalan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan ApBD pada SKpD.

5. Bendahara pengeluaran pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpal,
membayarkan, rnenatausahakan, dan
mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja



daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Keda

SKPD.

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran

7. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat Spp_Up
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (reuoluingl yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

8. SPP Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingkat
SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKpD, kepada pengguna
Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dapat diberikan Uang
Persediaan yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 3

(1) Uang Persediaan seb^gaimana dimaksud dalam pasal 2
digunakan untuk pembayaran kegiatan Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung, yang bukan melalui
pembayaran langsung.

(2) Jumlah paling tinggi pagu Uang persediaan bagi setiap
SKPD, sebagaipap2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

(3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari_hari,
Bendahara pengeluaran / Bendahara pengeluaran
Pembantu diijinkan mempunyai persediaan uang paling
tinggr Rp. 2S.O0O.OOO,0O (dua puluh lima juta rupiah).



Pasal 4

(1) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan dilakukan hanya
sekali dalam I (satu) tahun anggurran dengan
menggunakan SPP-UP, dan selanjutnya dapat di4jukan
kembali untuk pencairan dana dengan menggunakan Spp_
GU.

(2) SPP-GU selanjutnya diajukan sesuai dengan la.poran
Pertanggungiawaban Ganti Uang persediaan.

BAB HI
KETENTUAN PENUTuP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Magetan

pada tangga1 31 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,

Ttd

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tangga1 31 Desember 2015

PIt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

Ttd

MEI SuGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHuN 2015 NOMoR 62

dengan aslinya
HUKUM

Tingkat I

1995032002

宦



LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 62 TAHUN 2015

TANGGAL: 31 Desember 2015

DAF「AR PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN」

A DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO SATUm PE― GXAT DAE― JUMLAH
1.

2。

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan

RSUD dr Sayldirrlan

3.

1

界p.   1.000.00o.ooO,00
2.

Rp. 1.500.Ooo.ooo,oo
3.

-Bp so.ooo.ooo.oo
4. Dinas Pekeriaan [Jmrrm RMr.r. Rp. 400.000.000,00
5。 Dinas Pekeriaan Umum pensa Rp.    400.ooO.ooo,00
6. Badan perencanaan pembangunan

Daerah Rp.     400.ooo.ooO,oo

Rp.     250.Ooo.ooo,oo
7.

盤 ょ鯖
ubungan,ぉ mu面駄i dm

8.

9。
壁 。     400.ooo_ooo n∩

I 
*o. l2s.ooo.ooo,oo

F
| *p. ,so^ooo;o^ol

Rp. 250.000.000,00 
f

10。

１
■

12.

Rp. 175.Ooo.ooO,00

100_Ooo onn nA‐Rp
13.

14. わatuan P01lsi p. - --r-v

8p. 125^ooo nnrr ^^15。

― … `ム …“り
`・

Itt a

bacan Penan。 0111. Rp. 1oo ooo non ^^16。 ｐ
ド

ｔ
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a$an Administrasi pemerintahan
mum

- - -,vv

Rp. 125.000.000,00
17.

Rp.     20o.ooo。 000,o0

18.

塁p・      80_00o oon n∩19. - -7-v

-Bp. loo.ooo oon nn20.
am

--r"v

Rp. SO.OOo.OOO,OO



1 2 3

21. Baeian Administrasi Perekonomian Rっ。     125.000.000.00

22. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Rp.      80.000.000,00

23. BaFan Umum Rp.     500.000.000,00

24. Ba#an Humas dan Protokol Rp.     100.000.000100

25. SelceL五at DPRD Rp.   1.750.000.000,00

26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

Rp.     400.000.000,00

27. Badan Kepegawaian Daerah Rp.     200.000.000,00

28. Inspektorat Rp.     150.000.000,00

29. Sekretariat Dewan Penzurus KORPRI Rp.      25.000.000.00

30。 Dinas Pendapatan Daerah Rp.     300.000.000。 00

31. Kantor Pelayanan Periiinan Terpadu Rp.     10o.000.000,00

32. Kecamatan Magetan Rp.      35.000.000。 00

33. Kelurahan Magetan Rp.      35.000.000,00

34. Kelurahan Se10sarl Rp.      35.000.000,00

35。 Kelurahan Tambran Rp.      35.000.000,00

36. Kelurahan Kepolorejo Rp.      35.000.000,00

37. {elurahan Kebonagung Rp.      35.000.000,00

38. Kelurqhan Tawanganom m。      35.000.000,00
39.

40。

41.

42.

Kelurahan Bulukerto

Kelurahan Mangku.iayan

Kelurahan Sukowinangu

Kecamatan Panekan

35.000.000,00

35.000.000,oo

35.000.000,oo

31.oOo.009,00

35.000.Ooo.oo

R

R

43.

44.

Kelurahan Panekan

Kecamatan Plaosan 35.000.00o.oo
45。

46.

f_(elurahan plaosan

I Kelurahan Sar4rrg4q_
Kecamatan poncol

I(glqrahan Alastuwo
Kecamatan parang

Kelurahan parang

Kelurahan Lembeyan Kulon
Kecamatan Takeran
Kelurahan Takeran

Kelurahan Kawedanan

35,000.ooo,oo

00.00o,oo
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

35.OOO.OOO,OO

35.000.000,00

35.000.000,oo

35.OO0.000,00

!is.ooo.ooo.oo I

R

Ｒ
一
Ｒ

R

35.000.Ooo.oo



1 2 3

57. Kelurahan Sampung Rp.      35.000.000,00

58. Kelurahan Rejosari Rp.      35.000.000,00

59. Kecamatan Bendo Rp.      35.000.000,00

60。 Kelurahan Bendo Rp.      35.000.000,00

61. Kecamatan Maospati Rp.      35。 000.000,00

62. Kelurahan Maospati Rp.      35.000.000,00

63. Kelurahan Mranggen Rp.      35.000.000,00

64. Kelurahan Kraton Rp.      35.000.000,00

65。 Kecamatan Barat Rp.      35.000.000,00

66. Kelurahan Tebon Rp.      35.000.000,00

67. Kelurahan Mangge Rp.      35.000.000,00

68. Kecamatan Karangrejo Rp.      35.000.000,00

69. Kelurahan Karangrejo Rp.      35.000.000,00

70. Kelurahan Manisrejo Rp.      35.000.000,00
71. Kecamatan Sukomoro Rp.      35.000.000,00
72. Kelurahan Tinap Rp.      35.000.000,00

73. Kecamatan Kartoha{o Rp.      35.000.000,00

74. Kecamatan Karas Rp.      35.000.000,00

75. Kecamatan Ngariboyo Rp。      35.000.000,00
76. Kecamatan Ngu ntoronadi Rp.      35.000。 000,00

77. Kecamatan Sidorejo Rp.      35.000.000,00

78. Badan Ketahanan Pangan Rp.     150.000.000,00

79. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Rp.     250.000.000,00

80。 Kantor Arsip dan Perpustakaan Rp.     100.000.000,00

81. Dinas Pertanian Rp.     400.000.000,00
82. Dinas Peternakan dan Perikanan Rp.     250.000.000,00
83. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rp.     250.000.000,00
84. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda

dan Olah Raga
Rp.     350.000.000,00

85。 Dinas Perindustrian dan Perdagang€rn Rp.     250.000.000,00
JUMLAH RP。  13.800.000.000,00

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUMANTRI

i dengan aslinya
IAN HUKUM

Tingkat I
199503 2 002
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